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Ta Marbutbah.
Trans|iterasikan unluk 42 marbutak ada dua:

8. Ta  Marbutah vyang hidup aton mendapat  Fathah,

bovsrah  dar dammah, msaks  transliterssinva  adaslah

. To" Marbutzh vang msti stzu mendspst harkat sukur,
maks Lransliterssinys asdalash /h/.
contoi N \ \ : al-Madinah sl-Munawwarah
e&}gﬁ)did_LQ

31-Madinstul Munswwarash

Svaddash
Svaddah stan  tasydid yang dsaslsm sistim  tulisan

Arab dilambangksan dengan sebuah tands, tsnds Syaddsh

tersebut  dalsm transliterssi ini dilsmbasngkan dengsn

fmruf, yaitu huruf yvang sama dengan huruf ysng diberi

tands syaddsh 1tu.

Contoh: LJL : Rabbana

Hamzah bila diletakkan di tengsh dsn di skhir

dilambangkan dengan apostrop (), Letapi bils

terdapat diswal ksta tidsk dilsmbsngksn, karens

dalsm bshsssa Arab berupa =1if.

f
Contoh: L)_?J\-?'b : Ta "khuzuna
‘2}_31 s Unllrtu

{}9’ D oan-nsu’

Pennlisan kata.
Pauds dassrnya setiap kats, baik fiil, 1S1m maupun
hart, ditalls Lterpissh kecuslil yoang  dalam bahnegs

Arsb sodoh lazim divrsnpgks i kan .



10.

Contoh :ﬁéiybllé;)%JdJ”tl’: Wa innallaha lahuwa khair
= ar-raziqgin.
Wa innallaha lahuwa
khairur-raziqin.
Huruf Kapital
Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal,
nama diri dan permulaan kalimat. Bila didahului oleh
kata sandang, makas yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama tersebut.

Contoh : ab?ib'*lU-LJfL43: Wa ma Huhammadun illa

Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyah,
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu
huruf /1/ diganti dengan huruf vang sama yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh: Lr»rddj Asy-Syamsu

b. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah,
ditransliterasikan dengan aturan vang digunakan

di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Contoh: \ :.‘ Al-Hamdu

Vit
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa
pengaruh yang sangat besar dan mendalam bagi masyarakat
dan negara. Keluarga yang dibentuk melalui lembaga
perkawinan adalah unit terkecil dan fundamental bagi
masyarakat. Ikatan perkawinan juga merupakan ikatan
lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut bukan
saja (sekedar hubungan perdata antara sesama manusia
selama hidup di dunia, akan tetapi dipertanggung-
jawabkan dihadapan Allah maka perkawinan itu harus
dilakukan berdasarkan hukum Allah.l’

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan
"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) vang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".z) Sedangkan pasal

2 KHI menyebutkan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam

1)Bakri A. Rahman dan A. Sukarja, Hukum Perkawinan
Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum
Perdata, ( Jakarta: PT. Hidakarya, 1981), jilid I, hlm. 7.

2)C:’ndan,g{—U’ndang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, cet. 11
(Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 18990), hlm. 7.



adalah pernikahan, yaitu akad vyang sangat kuat
(mitéagan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.3) Seperti firman
Allah:

LI, . "W . 1-| & .-.":,
533 By I Cha 3l a5, £,33155)
4) - =~

Agar dapat tercapai tujuan tersebut maka sebuah
proses terwujudnya perkawinan menjadi sangat penting.
Sebab suatu akad perkawinan mengandung akibat-akibat
hukum serta konsekuensi-konsekuensi tertentu menurut
vang ditetapkan oleh hukum.5)

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
menyebutkan suatu perkawinan dapat dikatakan sah
apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya itu.s) Dan dicatat menurut peraturan
perundangan yang berlaku.’’ Sedangkan menurut hukum

Islam, perkawinan adalah sah apabila dalam

3)fs"cimpi}.‘asi Hukum Islam Di Indonesia, (Bandung:
Humaniora Utama Press, 1991,/1992), hlm. 18.

4) An-Nisa“ (4): 21

E')Zal'n:*:i. Hamid, PFPokok-Pokok Perkawinan Islam dan
Undang-Undang PFPerkawinan Indonesia, (Yogyakarta: Bina

Cipta, 1978), hlm. 48.

&) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hlm. 7.

7)

Ibid. , hilm. 8.




pelaksanaannya telah mencukupi syarat dan rukun
per’kﬁMin&m.B'J

Selanjutnya dalam pelaksanaan pencatatan
perkawinan diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 dan
Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975,
pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU
No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan
rujuk.9)
Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat
administratif, selain substansi bertujuan untuk
mewujudkan ketertiban hukum, juga mempunyai cakupan
manfaat vang sangat besar bagi kepentingan dan
kelangsungan suatu perkawinan, setidaknya ada dua
manfaat pencatatan perkawinan, vakni; manfaat
preventif dan manfaat represif.lO) Ini merupakan suatu
upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk
melindungi martabat dan kesucian (mftsag al-ghalid)

perkawinan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam

kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan

B)Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta:
Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1995), hlm. 22.

Q)M. Idris Ramulyo, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam,
(Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), hlm. 131.

19) Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, edisi 1,
cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.
111.



vang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing
suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi

perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau

salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain

dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta

tersebut, suami isteri mempunyai bukti otentik atas

perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.11)

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan
memberitahukan kehendaknya kepada pegawal pencatat di
tempat perkawinan akan dilangsungkan.lz) Selanjutnya
pegawai tersebut meneliti apakah telah sempurna syarat-
syarat perkawinan dan apakah tidak ada halangan menurut
undang—undang.la)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan
berdasarkan pengamatan sementara yang penyusun lakukan,
di Kab. Banyumas yaitu di kecamatan Karanglewas,
Cilongok, Kedung Banteng dan  Purwokerto Selatan
terdapat suatu bentuk perkawinan yang menyimpang dari
peraturan yang berlaku. Dalam hal ini perkawinan dengan
akta nikah dan akta cerai palsu. Pemalsuan alat bukti

tersebut dilakukan dengan cara membuat atau menerbitkan

11) rbid., hlm. 107.
12)pp No. 9 Tahun 1975, pasal 3 ayat (1)

13-JPP No. 9 Tahun 1975, pasal 6 ayat (1)



5
akta nikah dan akta ceral seperti vang dilakukan oleh
mantan kepala KUA pada salah satu desa yang akan kami
jadikan obvek penelitian. Buku nikah yang masih kosong
tersebut diisi sesual dengan nama orang yvang memesan,
dengan nama-nama pasangan Vang memintanya untuk
dinikahkan. Adapun mengenai akta cerai palsu itu
terungkap ketika ada seseorang yang akan menikah untuk
kedua kalinya yvang sudah tentu dilampiri surat cerai,
padahal dia belum pernah mengajukan perceraian pada PA
di Kab Banyumas. Surat cerai tersebut dibuat di daerah
lain vaitu di Kerawang. Hal itulah yang menimbulkan
kecurigaan pegawai KUA vang bersangkutan, setelah dicek
dengan menanvakan kepada PA yang bersangkutan ternyata
PA tersebut tidak merasa pernah mengeluarkan surat
keterangan cerai. Mereka memperolehnva dari seseorang
vang bisa dinamakan suatu oknum dengan maksud dan
tujuan tertentu.14)

Menurut KHI bentuk perkawinan seperti itu di
kategorikan sebagai bentuk perkawinan liar, karena
perkawinan baru dikatakan sah apabila dilangsungkan
dihadapan PPN dan hanya dapat dibuktikan dengan akta
nikah yvang dibuat oleh PPN.

Demikian pula dengan akta cerail dapat diperoleh

14)yawancara dengan Bapak Drs. Muchsin Asyari, Staf
URAIS DEPAG Kab. Banyumas, di Purwokerto, tanggal 10 April
1997



sebagai bukti perceraian yang hanya dapat dilakukan di
depan sidang PA.

Problematika muncul tatkala orang terdesak untuk
memperoleh akta nikah atau akta cerai dengan tujuan
untuk dapat menikah lagi di kampung halamannya. Bagi
pihak yang membutuhkan terkadang untuk menutupi aibnya,
prosedur poligami yang dipersulit, tidak adanya izin
dari orang tua yang menjadi sebab tidak bisa
diperolehnya surat dondon nikah dari desa vang
bersangkutan sebagai syarat untuk menikah di KUA serta
rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengalaman
dalam memperoleh surat keterangan nikah dan cerai
tersebut . 19)

Berdasarkan pada realita sosial tersebut di atas,
maka penyusun merasa tertarik dan bermaksud untuk
mengkaji lebih Jauh mengenai faktor-faktor vang
mempengaruhi terjadinya perkawinan kedua dengan akta
nikah dan akta cerai palsu yang terjadi di Kab.
Banyumas. Untuk itulah penyusun bermaksud mengangkat
permasalahan tersebut di atas sebagai suatu bahasan
dalam bentuk skripsi dengan judul: PERKAWINAN KEDUA
DENGAN AKTA NIEKAH DAN AKTA CERAI PALSU DI KABUPATEN
BANYUMAS (TAHUN 1995-1997)

13) Wawancara dengan Bapak Drs. H Achmad Kifni, Ka.
URIS DEPAG Kab. Banyumas, di Purwokerto, tanggal 15 April
1997



B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah

sebagaimana penyusun paparkan di atas, maka terdapat

beberapa masalah yang memerlukan pembahasan lebih

lanjut. Namun dalam hal ini penyusun ingin memfokuskan

pada pokok masalah:

1.

Faktor-faktor apa sajakah vang mempengaruhi
terjadinya perkawinan kedua dengan akta nikah dan
akta cerai palsu di Kab. Banyumas 7.

Bagaimanakah tinjavan hukum positif terhadap

pelaksanaan perkawinan semacam itu ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

:

L m

Tujuan

a. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor apa sajakah
yang mempengaruhi terjadinya perkawinan kedua
dengan akta nikah dan akta cerai palsu.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana
pandangan hukum positif terhadap perkawinan kedua
dengan akta nikah dan akta cerai palsu.

Kegunaan

a. Sebagai pengembangan studi keilmuan khususnya di
bidang Peradilan Agama; selain itu penyusun Jjuga
berharap dengan tulisan ini dapat memberikan
kontribusi pemikiran dalam bidang penelitian

tentang terjadinya perkawinan kedua dengan akta



B

nikah dan akta cerail palsu.
b. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan

Islam di Indonesia.

Telaah Pustaka

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila
telah terpenuhinya dua syarat pokok, yaitu syarat
formal yang termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun
1974 dan pelaksanaannya yang terdapat dalam PP No. 9
Tahun 1975, ditambah dengan dikeluarkannya Instruksi
Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Di Indonesia. Sedang syarat materialnya adalah harus
terpenuhinya beberapa ketentuan yang telah ditetapkan
oleh UU Perkawinan maupun PP yang berlaku, Juga
ketentuan agama.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada
vang sah dan ada yang batal. Akad perkawinan dikatakan
sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-
syarat dan rukun-rukun yvang lengkap sesuai dengan
ketentuan agama.ls)

Sedangkan menurut HM. Djamil Latif, S5.H.

membedakan antara fasid dan batal dari segi sengaja dan

tidak sengajanya. Apabila pelaksanaan perkawinan itu

16)Kamal Muchtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang

Perkawinan, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.

G i



sengaja tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan,
perkawinan itu batal. Sedangkan perkawinan itu fasid,
apabila kelangsungan perkawinan tidak sengaja tidak
memenuhi rukun atau syarat perkawinan.17)

Syarat sah nikah adalah dasar bagi sahnya nikah.
Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akad nikah
tersebut diakui keberadaan secara syara” dan berlakulah
segala hukum dan hak-hak dalam pernikahan.

Agar suatu perkawinan memperoleh tujuan yang
hendak dicapai, harus dilaksanakan sesuai dengan aturan
dan tidak bertindak sewenang-wenang. Sebab di samping
pernikahan itu sendiri harus dilengkapi dengan
persyaratan-persyaratan tertentu baik syarat formil
maupun syarat materiil, juga harus dilaksanakan melalui
prosedur yang benar. Diantaranya adalah peristiwa
perkawinan itu harus dicatat. Sebab azas perkawinan di
Indonesia mengharuskan perkawinan itu dicatatkan. Hal
ini secara filsafati mengandung maksud yang dalam bagi
kemaslahatan manusia itu sendiri sesual dengan
kelangsungan tujuan perkawinan.

Pada mulanya Syari”at Islam baik dalam al-Qur’an

atau as-Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang

adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan,

17)H.M. Djamil Latif, Kedudukan dan Kekuasaan
Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang,
1983), hlm. 96.



dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam
di Indonesia mengaturnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagai

alat bukti adanva perkawinan yang berupa akta nikah,

pada Buku ke empat Bab I, pasal 1865 dan 1866 KUHP
(Perdata) dinyatakan bahwa:
Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai
hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun
membantah suatu hak orang lain, menunjukkan
kepada suatu perigtiwa diwajibkaga)membuktikan
adanya hak atau peristiwa tersebut.
Tentang pengertian akte menurut Prof. R.Subekti,
S.H. adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat
untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan
ditandatangani.
Adapun akte tersebut terbagi dalam dua kategori,
yaitu:
1. Akte otentik
2. Akte di bawah tangan
Menurut Prof. R. Subekti, akte otentik adalah suatu
akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang, dibuat oleh atau dihadapan hakim, pegawai umum

yvang berwenang untuk itu, di tempat di mana akte itu

18)Ninik Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Andi Hamzah (ed.), cet. ketiga (Jakarta: PT Rineka Cipta,
1995), hlm. 465.



19) Termasuk dalam hal ini adalah akta

dibuatnya.
perkawinan, karena dalam perkawinan untuk kepastian
hukum harus dibuktikan dengan suatu akta otentik,
seperti dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 BAB IV

pasal 12 yaitu:

Akta perkawinan memuat:

a. Nama, tanggal dan tempat tanggal lahir,
agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat
kediaman;

Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin,
disebutkan Jjuga nama istri atau nama suami
terdahulu;

b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat
kediaman orang tua mereka;

c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
(3), (4) dan (5) Undang-Umdamg.

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) Undang-undang;

e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4
Undang-Undang;

f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) Undang-Undang;

g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan
Bersenjata;

h. Perjanjian perkawinan apabila ada;

i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan
tempat kediaman para saksi, dan walil nikah
bagi vang beragama Islam;

j. Nama, umur, agama/kepercayan, pekerjaan dan
tempat kediaman kuasa apabila perkawinan
dilakukan melalui seorang kuasa. 0)

Dalam Ilmu Figh, perkataan yang hampir sama
pengertiannya dengan alat-alat bukti jalah al-Bayyinah.
Sesuai dengan pernyataan Ibnu Qoyim bahwa al-Bayyinah

dalam istilah agama lebih umum pengertiannya

lq)Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1975), hlm. 26.

20)pp No. 9 Tahun 1975, pasal 12



dibandingkan dengan persaksian.21) Sedangkan as-Sayyid
Sabigq menyebutnya dengan Turug al Isbat, yang terdiri
dari: iqrar, syahadah, sumpah dan surat-surat resmi.zz)
Pencatatan perkawinan dan aktanya, bagi sebagian
masyarakat tampaknya masih perlu di sosialisasikan.
Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang figh sentris.
Namun apabila kita coba perhatikan ayat mudayanah yaitu
pada surat al-Bagarah (2): 282 mengisyaratkan bahwa
adanya bukti sangat diperlukan untuk menjaga kepastian
hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan
bahwa pencatatan di dahulukan dari pada kesaksian, yang

dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.za)
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Ayat di atas mengandung maksud tuntunan bagaimana
manusia harus bermuamalah dengan cara yang baik dan
benar. Mengingat bahwa pengertian nikah itu di samping

21)I*“Iuhr:\mmad Husein az-Zahabi, asy-Syari  atul
Islamiyah, cet. 2 (Cairo: tnp. 1953), hlm. 68.

22:';Cks—Se':u,w:'Ld Sabiq, Figh as-Sunnah, jilid 3 (Beirut:
Darul Kutubil “Arabi, 1971), hlm. 420.

23) Ahmad Rofiq, Hukum Islam, hlm. 118.
2%) A1-Baqarah (2): 282



mengandung unsur ibadah yang berarti bahwa nikah itu
sendiri apabila dilaksanakan secara benar  menurut
syari’at akan mendapatkan pahala dan rahmat, Juga
mengandung unsur muamalah yaitu berkaitan erat dengan
masalah sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Oleh
karena itu berdasarkan mafhum ayat di atas bahwa di
samping terpenuhinya persyaratan-persyaratan perkawinan
itu adalah bahwa peristiwa itu harus dicatatkan,
sebagaimana hukum yang berlaku di Indonsia. Hal ini
untuk menJjaga kelangsungan hidup berumah tangga vyang
bahagia dan damai sesuai dengan tujuan perkawinan dan
untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas pelaksanaan
perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerai palsu
adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak sah atau
batal, disebabkan karena suatu perkawinan semestinya
dicatatkan oleh dan dihadapan pihak vyang berwenang
yaitu Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi di
salahgunakan oleh orang yang tidak berhak atau tidak
mempunyai wewenang untuk mencatat maupun membuat surat
nikah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
pada pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Perkawinan
vang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan
vang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi

dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga



dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau
isteri, Jjaksa dan suami atau isteri".29)

Ketentuan di atas senada dengan pasal 6 ayat (2)
dari Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Perkawinan yang
dilakukan di 1luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
tidak mempunyai kekuatan hukum" . 26)

Dalam pasal selanjutnya disebutkan: "Perkawinan
hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat
oleh Pegawai Pencatat nikah".ZT)

M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan al-Qur an
mengungkapkan bahwa al-Qur an memerintahkan setiap
muslim untuk mentaati perintah Ulil Amri selama tidak
bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan
bukan saja tidak bertentangan tetapi Justru sangat
28)

sejalan dengan semangat al-Qur an.

Seperti dalam firman Allah:
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Sehingga dapat dipahami bahwa pemalsuan surat

23) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hlm.

13.
Eé)Kbmpilasi Hukum ISlam Di Indeonesia, hlm. 19.
27) Ibid.

“8)M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur ‘an, (Bandung:
Mizan, 1996), hlm. 204.

29) An-Nisa® (4): 59



nikah dan surat cerai dalam hal ini adalah merupakan
perbuatan yang merusak orang lain dengan menghilangkan
manfaatnya vang dilakukan dengan cara penipuan.
Terhadap perbuatan yvang demikian itu kita mempunyai hak

untuk mempertahankan diri.so)

Adapun vang dimaksud
dengan perbuatan merusak hak orang lain adalah
perbuatan pemalsuannya, sebab akibat perbuatannya,
surat nikah dan surat cerai yang dipalsukan itu tidak
bisa dianggap sah sehingga tidak diakui oleh
pemerintah menurut Undang-Undang Perkawinan. ©Sehingga
jelas bahwa perbuatan pemalsuan itu merupakan perbuatan
vang merusak hak dan menghilangkan manfaat dari fungsi
surat tersebut. Dan merupakan suatu perbuatan yang
mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan suatu

amanat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan

Allah dalam firman-Nya:
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Sedangkan bila ditinjau dari hukum Islam, maka
pemalsuan itu dapat digolongkan pada ta’zir pelanggaran

karena merupakan perbuatan vyang melanggar atau

EOJImam Tagiyuddin Abu Bakar Husein, Kifayatu al-
Ahyar, juz. 2 (Bandung: Al-Ma’arif, t.t.), hlm. 1994.

31) An-Nisa® (4): 58



menyalahi wewenang.

Kerangka Teoritik

Dalam kehidupan manusia, memelihara keturunan
merupakan sesuatu yang sangat penting. Sedemikian
pentingnya keturunan ini, maka diperkenalkanlah suatu
lembaga vyang merealisasikan keinginan manusia untuk
mempertahankan keturunan yaitu Ilembaga perkawinan,
suatu lembaga bersekutunya seorang laki-laki dan
perempuan yang diharapkan akan melahirkan keturunan
vang menjadi penerus orang tua mereka.

Hal tersebut di atas sejalan dengan tujuan umum
penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan
hidup bagi umat manusia, baik individu atau sosial,
jasmani atau rohani yang bukan untuk hidup di dunia
saja tetapi di akherat kelak.32) Sebagaimana firman

Allah:

] ' i
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33)
Kemaslahatan vyang hendak dituju oleh syari’at

Islam ialah kemaslahatan hakikiyah, baik kemaslahatan

=Z2)Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu

Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1994), hlm. 53.

33) Al-Anbiya® (21): 107



doruriyah, hajjiyvah maupun kemaslahatan tahsiniyah.
Kemaslahtan doruriyah harus diwujudkan untuk melindungi
kemurnian agama, keselamatan jiwa, akal dan melindungi

harta.34)

Menegakkan hukum perkawinan Islam merupakan
manifestasi dari wupaya menjaga kelestarian hidup
generasi manusia, kemurnian keturunan dan lain-lain.
Dalam hal pencatatan perkawinan mempunyai aspek
untuk menertibkan perkawinan umat Islam dan membawa
kemaslahatan. Dalam era globalisasi sekarang ini dengan
semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta
budaya manusia, tertib administrasi dan tertib hukum
mutlak diperlukan.
Bahkan Rasulullah SAW. menyamakan suatu akad nikah yang
tidak mempunyai alat bukti adalah sama dengan hubungan

perzinaan antara seorang laki-laki dengan seorang

wanita, sebagaimana dinyatakan dalam hadis:

Ut il o WL
35)

Pendapat di atas senada dengan apa vang

dikemukakan oleh H. Zahri Hamid, S.H. bahwa pernikahan

%) p11 Yafie, Menggagas Figh Sosial, (Bandung: Mizan,
1994), hlm. 259.

gq)Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surrah, Sunan at-
Turmuzi, "Bab La Nikaha Illa Bayyinatin", (Beirut: Dar al-
Fikr, t.t.), juz. 2: 284. Hadis dari Ibnu “Abbas.



merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat
hukum. Perkawinan menurut Islam mempunyai akibat hukum
vang Jjauh dan menyangkut berbagai masalah keluarga
misalnya keabsahan anak, ahli waris, kewarisan serta
merupakan ibadah bila pernikahan itu sah menurut Islam.
Melaksanakan akad pernikahan yang tidak sah baik karena
tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya menurut hukum
Islam dipandang sebagai perbuatan sia-sia tidak ada
artinya, bahkdn dipandang sebagai perbuatan vang
melanggar hukum, merupakan kegiatan maksiat dan dosa.
Sehingga wajib dicegah oleh siapapun vang
melihatnya.SG)

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
disebutkan pada pasal 2 ayat (1) "perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu'", dan pasal 2 ayat (2) "tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang
berlaku".37)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pencatatan
perkawinan di Indonesia sudah merupakan suatu peraturan
vang dikenal di masyarakat sebagai suatu adat dan
kebiasaan. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang

mempunyai akibat hukum. Pencatatan perkawinan yang

36) 7ahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum, hlm. 48.

37)Uhdang—undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hlm. 7-



berupa akta nikah itu merupakan alat bukti dari adanya
perkawinan. Demikian pula halnya dengan perceraian
hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai yang hanya
dapat dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama.
Bahkan peraturan tersebut tertuang dalam perundang-
undangan yang diakui keberadaannya di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

38) LbL*j:l?ﬁ.)“i““]kﬂ\jbf‘t-sjbf"J‘

Al-Qur“an an al-Hadis memang tidak menyebutkan
tentang pencatatan perkawinan itu. Di masa Rasulullah
dan sahabatnya tidak ada pencatatan perkawinan seperti
yvang berlaku sekarang, akan tetapi tidak ada larangan
untuk berbuat demikian demi kemaslahatan bersama
Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan
membuktikannya dengan akta nikah, sangat Jelas

mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga.

39)
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Bahkan Allah SWT. menerangkan bahwa perjanjian

(termasuk akad nikah) vyang adil dan benar adalah

38) psjmuni A. Rahman, @Qaidah-Qaidah Figh, cet. 1
(Jakarta: Bulan Bintanng, 1976), hlm. 125.

39) Ibid., hlm. 29.



perjanjian yang dilengkapi dengan alat bukti. Alat
bukti vang terutama adalah pencatatan. Seperti dalam

firman Allah:
L) DS o 003K ) lpatiS Y s
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Dalam pada itu bukti tertulis telah disepakati
penggunaannya dan telah menjadi adat dalam dunia
pemerintahan, dunia perdagangan, dunia usaha, peradilan
dan lain sebagainya. As-Sayyid ©Sabig menyatakan:
"Tatkala orang-orang telah membiasakan penggunaan
surat—-surat berharga, dan mereka berpegang dengannya,
maka sebagian ulama mutaakhirin menerima sebagai alat
bukti dan beramal dengannya ..."'. Selanjutnya beliau
mengatakan: "... demikian pula menerima surat-surat
resmi sebagai alat bukti, jika tidak mempunyai unsur-
unsur kebohongan dan kebinasaan”.41)

Dr. Peunoh Dally berpendapat bahwa pencatatan

vang dilakukan sebelum nikah, talak atau rujuk

berlangsung itulah yang harus berlaku, karena selain

4mAl—Baqarah (27 282

41) ps-Sayyid Sabia, Figh as-Sunnah, hlm. 421.



ketetapan yvang berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan
Pemerintah vang berlaku, Juga untuk memudahkan
mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah vang
bersangkutan dengan hal-hal tersebut yang telah terjadi
sebelumnya, terutama penyelesaiannya secara
kekeluargaan atau islah.42)

Dalam penjelasan ayat (1) dan ayat (2) pasal 2 PP
No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa pencatatan-pencatatan
dilakukan hanya oleh 2 (dua) buah instansi yaitu:
1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
2. Kantor Catatan Sipil atau instansi atau pejabat yang

mem’oaamtum,rat.49"J

Semua ketentuan vang ditetapkan pemerintah ini

terkandung maksud untuk menjamin kepentingan dan

kemaslahatan rakyatnya. Sesual dengan kaidah:

Adaall by i Ji e olaY1 G )]

44)

Tindakan seseorang vang menyimpang dari
ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku, seperti

tindakan membuat., dan mengedarkan akta nikah dan akta

42:‘Peunoh Dally, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi
Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Nagara-Negara
Islam, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 125.

43)pp No. 9 Tahun 1975, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

44) pgsmuni A. Rahman, @aidah-@aidah Figh, hlm. 60.



2
cerai palsu serta bagili pihak vyang meminta untuk
dinikahkan kepada pihak vang tidak berwenang, bagi
mereka tetap dikenakan sankzi di mana mereka tidak
dapat mengadakan pembelaan dengan alasan ketidaktahuan
terhadap hukum.

Sebagaimana kaidah:

45) -b:L"()ﬂk‘l:*'“?i[jLﬁ&g::‘L‘}Gél‘

Praktek remerintah vang mengatur tentang
pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah,
meminjam istilah teknis dalam epistimologi hukum Islam,
adalah metode istislah atau maslahat mursalah. Hal 1ini
karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat
atau sunnah vang memerintahkan pencatatan, kandungan
maslahatnva sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin
mewuiudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan
memperhatikan ayat mudavanah., dapat dilakukan analogi
(givas). karena ada kesamaan illat,  wvaitu dampak
negatif vaneg ditimbulkannya.

Dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan
merupakan ketentuan vang perlu diterima dan
dilaksanakan - oleh semua pihak. Karena ia memiliki
landasan metodelogis yang cukup kokoh., yaitu qiyvas atau

maslahat mursalah vang menurut as-3yatibi merupakan

45) 7pid.. him. 64.



dalil gat’ i yang dibangun atas dasar kajian induktif

(istigra’i).46)

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu

penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti

vaitu di Kab. Banyumas untuk mendapatkan data yang
berkaitan dengan terjadinya perkawinan kedua dengan
akta nikah dan akta cerai palsu.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yaitu

penelitian vang bertujuan untuk menggambarkan

keadaan atau fenomena sosial mengenai sebab
terjadinya perkawinan kedua dengan akta nikah dan
akta cerai palsu di Kab. Banyumas.

Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang yang diperlukan, maka

menggunakan cara sebagai berikut:

a. Dokumentasi yaitu, cara memperoleh data dengan
menelusuri dokumen-dokumen vang ada kaitannya
dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai
pelaksanaan perkawinan kedua dengan akta nikah

dan akta cerai palsu.

46"Ahmad Rofiaq, Hukum Islam, hlm. 121.



b. Wawancara (interview), mendapatkan informsi
dengan cara bertanya langsung kepada informan dan
responden. Responden yang penyusun utamakan
adalah Ka. URAIS DEPAG Kab. Banyumas dan staf-
stafnya, Ka. KUA pada kecamatan Karanglewas,
Cilongok, Kedung Banteng dan Purwokerto Selatan,
serta segenap pihak yang sekiranya dapat di
jadikan informan tentang hal-hal yang berkaitan
dengan pembahasan skripsi ini.

4. Pendekatan

a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah
dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang
berlaku di Indonesia yang mengatur tata cara
perkawinan dan perceraian.

b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah
dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur an dan
al-Hadis, kaidah-kaidah ushul dan pendapat para
ulama yang berhubungan dengan pembahasan.

5. Analisa Data

Metode analisa data yang penyusun pergunakan adalah

kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan cara

berpikir induktif, yaitu berangkat dari data yang
sifatnya khusus untuk kemudian ditarik pada suatu

kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi 1ini akan dituangkan
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dalam 1lima bab, vang disusun secara sistematis untuk
mempermudah permasalahan sehingga mampu mencapal tujuan
vang dikehendaki dari penelitian dan penulisan skripsi.

Pada Bab Pertama terlebih dahulu akan diuraikan
pendahuluan vang berisi latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab Kedua akan diuraikan secara umuam
diskripsi wilavah Kab. Banvumas, dimulai dari pemaparan
tentang keadaan geografis. kondisi ekonomi, sosial dan
budaya kemasyarakatan serta kondisi keagamaan
masyarakat Kab. Banyumas.

Pada Bab Ketiga akan dibahas tentang pelaksanaan
perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta cerail palsu
di Kab. Banvumas. Dimulai dari prosedur pelaksanaan
perkawinan dan perceraian, faktor-faktor vang
mempengaruhi sebab terjadinya perkawinan kedua dengan
akta nikah dan akta cerai palsu serta pelaksanaan
perkawinan tersebut.

Pada Bab Keempat sebagai inti dari pembahasan
skripsi ini merupakan analisa hukum positif terhadap
pelaksanaan perkawinan kedua dengan akta nikah dan akta
cerai palsu di Kab. Banyumas.

Pada Bab Kelima penyusun akan mengakhiri dengan
beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya,
menyampaikan saran-saran, dengan dilengkapi berbagal

lampiran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelakzanaan perkawinan poligami dengan akta nikah
dan akta cerai palsu. vang teriadi d4i Eab. Banyumas

ity merupakan suatu tindakan penvelundupan hukum

- Bazi pihak vang berkepentingan merasakan tidak
Jiperbolehkannya poligami dan sadanys Lirokrasi
vang berkelit-helit vang sangat wmemakan waktu dan

ataranya mengenal prossdur poligami vang

harus melalui  izin rengadilan agama, setzlah
dibuktikan deng=n adznya izin dari sisteri atan

izteri-isteri, hal pizchb | dimakasudkan untuk
merealigazikan kemaslshatan dalam rumah tangga.
- [Faktor moral \wana | sadikit "banyak dipengaruhi
aktor =keternal  vansg mengakibatkan perubahan

rang  cepat dan radikal. ecehingsga masvarakat

makaud

hukum,
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hingga =suatu rbuatan vang melanggar hukum harus

[
|"[_‘1

dipertanggungjiawabkan secara hukum pula. Dengan
demikian akta nikah dan akta cerai yang diperoleh
diluar prosedur vang berlaku menurut hukum dianggap
tidak @ah dan oleh karena itulah . perkawinan
roligami dengan 2aktas nikah dan aktza ceral palsu

dianggapr batal menurut hukum positif. meskipun

menurut hukum Izslam adalah sah. Batalnyva perkawinan

=1

terhitung z=tslah putusan vang mempercleh kekuatan

hukum tetap tersshut dikerikan.

B. Saran-—-Saran

1. Untuk ‘warza masvarakat. di Indongsia dewasa ini
melakukan pendaftaran/pencatatan  dalam prosedur
rerkawinan dan perceraian merupakan kewadiban
hukum. artinva apabila melangzar dikenakan aankesi
menurut Undanz-Undanaz. Meznjalankan ketentuan-



L2

wajib hukumnya. maka ppncatatan/pendaftaran
perkawinan 1itu wajib pula hukumnya. Karenanya
perintah untuk patuh kepada ulil amri 1itu wajib
sepanjang gsesual dengan syari’at. Dan menurut UUP
pendaftara n/pencatatan perkawinan itu merupakan
pengukuhan dari suatu perkawinan.

Bazgi para aparat. khuzusnya KUA terjadinyva kasus

1itindak lanjuti szhingga kasus itu tidak akan
teriadil herulang ksli. wmaka dalam hal ini
p=nyulnhan hukumlah vang lebih divtamakan
mzsrarakat . terutama dalam masalah  perkawinan

1 zesual dengan prossféul vang berlaku.

Besvs ini menuajukkan kepada kita dua hal vaitu

E

adznva  kemungkinan uvntuk melakukan renve lundupan
hukum terhadap peraturan rerundangan vang berlaku

dengan melibatkan beberapa petugas dan kedus

|1]

merupakan pelanggaran ter hadap ketentuan-ketentuan
rarif-tarif pervkawinan vyang sudah ditentukan.
Walzupun hal ini menyangkut segl praktis dari

penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetap

H

)
|],r
|‘u'
}_.-a

1 juga untuk mendapat prerhatian yang herkenaan

s}

|;]_'|
[

dzngan masalah kontrol karena semua ini terid

akikat lsmahnya kontrol dalam pelaksanasan Uu Ne. 1
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